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BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak
menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 dan Pasal 3. Seperti yang tertulis dalam penjelasan umum Undang-Undang nomor
31 tahun 1999 dimana hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan
secara formil dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan
kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap
dipidana. Adapun mengenai adanya “ kerugian keuangan negara “ atau “ kerugian
perekonomian negara “, apakah telah atau belum dikembalikan tidaklah menjadi
masalah. Dalam praktek penegakan hukumnya pengembalian kerugian negara yang
terjadi dalam tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan

hanya dapat berpengaruh pada penentuan jenis tahanan bagi tersangka atau terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan ketentuan dalam penjelasan Pasal 4 disebutkan bahwa
pengembalian kerugian keuangan atau perekonomian negara tidak menghapuskan
pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut dan hanya merupakan salah
satu faktor yang meringankan.

Sebaiknya itikad baik dari pelaku untuk mengembalikan kerugian negara juga

dapat menjadi dasar pertimbangan agar tidak memberikan sanksi pidana terhadap
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pelaku korupsi, mengingat dalam konsep RUU KUHP, hakim dimungkinkan untuk
memaafkan pelaku tindak pidana yang dapat dikuatkan dengan adanya lembaga
pemaafan tersebut. Dengan adanya perkembangan hukum pidana, yang juga menjadi
pertimbangan adalah pemulihan terhadap pelaku lebih tepat dilakukan dengan
rehabilitasi pelaku korupsi yang sudah dengan itikad baik mengembalikan kerugian

negara.
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